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KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah
a. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah adalah usaha ekonomi
yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom pertisipatif,
dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-
prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal
atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana
diajarkan dalam agama Islam.*

Sama halnya dengan koperasi secara umum, koperasi
syari’ah juga memiliki pengertian yang sama yang kegiatan
usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan
sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan Koperasi
Jasa Keuangan Syariah. Oleh karena itu secara garis besar koperasi
syari’ah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum,
namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di
koperasi umum di ganti dan disesuaikan nama dan sistemnya
dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk

jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah

" Nur S. Buchori, Koperasi Syariah (Jakarta : Pustaka Aufa Media, 2012), 4.
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murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti
namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama,
sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem
konvensional ke sistem syari’ah yang sesuai dengan aturan Islam.

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah secara teknis bisa
dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan
kegiatan usahanya berdasarkan pada syari’ah Islam yaitu Alquran
dan as-Sunah. Pengertian umum dari KJKS adalah badan usaha
koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip
syari’ah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan
pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus mengacu
kepada fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama
Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka KJKS tidak
diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya
terdapat unsur riba, maysir, dan gharar.

Koperasi syariah sangat strategis dalam mengembangkan
sumber daya dan mendistribusikannya secara adil, karena
mengeluarkan harta (asset) untuk diputar, diusahakan, dan
diinvestasikan secara halal adalah kewajiban syariah. Uang dan
harta bukan untuk ditimbun. Aset yang menganggur (idle) sama
dengan tidak mensyukuri nikmat yang diberikan. Sebagaimana

firman Allah Swt dalam surat A/-Maidah ayat 2 sebagai berikut:
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.. dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah:2)?

b. Landasan Dasar Koperasi Syariah
Landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga
ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam
itu sendiri.
Ada tiga Landasan koperasi syari’ah yaitu:*

1) Koperasi syari’ah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

2) Koperasi syari’ah berazaskan kekeluargaan.

3) Koperasi syari’ah berlandaskan syari’ah Islam yaitu Alguran
dan as-Sunah dengan saling tolong menolong dan saling
menguatkan.

c. Prinsip Dasar Koperasi Syariah
Ada dua prinsip dasar pada koperasi syari’ah, yaitu:*
1) Koperasi syari’ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam,

sebagai berikut:

? Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2010)
* Nur S. Buchori, Koperasi Syariah (Jakarta : Pustaka Aufa Media, 2012), 8.
4 .

Ibid, 9.
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Kekayaan adalah amanah Allah Swt yang tidak dapat
dimiliki oleh siapapun secara mutlak.

Manusia diberi kebebasan dalam mu’amalah selama tidak
melanggar ketentuan syari’ah.

Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi.
Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk
ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir

orang atau sekelompok orang saja.

Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan

pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:

a)
b)

f)

9)

h)

Keanggaotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan
secara konsisten dan konsekuen.

Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan
profesional menurut system bagi hasil.

Jujur, amanah, dan mandiri.

Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya daya
ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota,

antar koperasi dan atau lembaga lainnya.
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d. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah adalah sebagai berikut:®
Mensejahterahkan ekonomi anggotanya sesuai norma dan
moral Islam.

Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama
anggota berdasarkan kontribusinya.

Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan
pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk

tunduk kepada Allah Swit.

e. Fungsi dan peran Koperasi Syariah

Fungsi dan peran dari KIKS hampir sama dengan koperasi

pada umumnya Yyaitu sebagai berikut:

1)

2)

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna
meningkatkan kesejahteraan social ekonomi.

Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar
menjadi lebih amanah, professional (7athonaf), konsisten, dan
konsekuen (/stigomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip

ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syari’at Islam.

> Ibid, 11.



16

3) Berusaha untuk mewujudkan dan  mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

f. Karakteristik koperasi syariah

1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba).
3) Berfungsinya institusi z/swaf.
4) Mengakui motif mencari keuntungan.
5) Mengakui kebebasan berusaha.
6) Mengakui adanya hak bersama.
2. Wadi‘ah Yad Adh-Dhamanah
a. Pengertian Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah
Menurut bahasa wadi’ah ialah sesuatu yang ditempatkan

bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (Ma Wudi’a ‘inda Ghair
Malikihi Layahfadzahu) berarti bahwa wadi’ah ialah memberikan.
Makna yang kedua wadi’ah dari segi bahasa ialah menerima,
seperti seseorang berkata, “awda’tuhu’ artinya aku menerima harta
tersebut darinya (Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna
Wadi’ah “Indi). Secara bahasa wadi’ah memiliki dua makna, yaitu

memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya
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(I'tha’u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulihi).® Secara harfiah,

wadli’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke

pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Menurut istilah wadi’ah dijelaskan oleh para ulama sebagai

berikut:’

1)

2)

Menurut Malikiyah wadi’ah memiliki dua arti, arti yang
pertama ialah:

“ ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad”
Yang artinya “suatu perwakilan untuk pemeliharaan harta
tertentu secara tertentu”

Arti yang kedua adalah:

“ ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara
mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.

Yang artinya “suatu pemindahan pemeliharaan yang dimiliki
secara tertentu yang sah untuk dipindahkan kepada penerima
titipan”

Menurut Hanafiyah bahwa wadi’ah ialah berarti a/-ida’yaitu:
“ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain

untuk dijaga secara jelas atau dilalah”

® Hendi Suhendi., Figh Muamala, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 179.

" Ibid, 180.
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Yang artinya “suatu perwakilan dari pemilik harta untuk
menyempurnakan hartanya kepada seseorang yang lain untuk
dijaga secara jelas dengan cara tertentu”

Makna yang kedua wadi’ah ialah sesuatu yang dititipkan (al-
syai’i al-maudi’) yaitu:

“ sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya di
jaganya”

3) Menurut Syafi’iyah yang dimaksud dengan wad’’ah adalah:

“ akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang
dititipkan”

4) Menurut Hasbi ash-Shidiqgie wadi’ahialah:

“akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam
memelihara harta penitip”

5) Menurut Syafii Antonio adalah titipan murni dari satu pihak ke
pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus
dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.®

6) Menurut Bank Indonesia adalah akad penitipan barang atau
uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan

pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga

keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang.

Dari pengertian-pengertian tersebut, peneliti menarik

kesimpulan bahwa yang dimaksud wad/i’ah adalah penitipan, yaitu

® Syafii Antonio., Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.
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akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda
untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).
Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut
sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak
wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh
kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.
b. Jenis-Jenis Wadi’ah.
Wadi’ah terbagi menjadi dua yaitu:®
1) Wadi’ah Yad adh-Dhamanah - jenis titipan di mana si
penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut
dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan
titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik
menghendakinya

Wadli*ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat
dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan
tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun
demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk
memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro

dan tabungan.

® Ibid, 148-150.
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d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan
yang dihitung berdasarkan persentase yang telah
ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus
(semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak
ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar
pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak
bank.

e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan
kewenangan manajemen bank syariah karena pada
prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi’ah
karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu
simpanan yang bisa di ambil setiap saat. Perbedaannya,
tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang
dipersamakan.

2) Wadi’ah Yad Amanah - jenis titipan di mana si penerima
titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan
yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat
dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam
memelihara titipan tersebut.

Wadi’ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh

dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
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b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima
amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga
barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan
untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
d) Mengingat barang atau harta yang tidak boleh
dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan
yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan
atau save deposit box.
Dasar Hukum Wadi’ah

Wadi’ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan
dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta
kembali,"® firman Allah Swt dalam surat Al-Bagarah ayat 283

sebagai berikut :

... Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ... (Q.S. Al-
Bagarah:283)*

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban
menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan

sebagaimana mestiya atau melakukan jinayah terhadap barang

10 B
Ibid, 182.
! Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2010)
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titipan. Berdasarkan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar
al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu’aib dari bapaknya, dari

kakeknya bahwa Nabi saw bersabda:

(35,101 ol ) e DL 36 ARss ’Csjf 3

“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin”
(Riwayat Daruquthni). *?

(e oly)) u,cyig&uLMaY

“Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat”
(Riwayat al-Baihagji).**

d. Rukun Dan Syarat Wadi’ah

Menurut Hanafiyah rukun wadi’ah ada satu, yaitu ijab dan
gabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk
rukun. Menurut Hanafiyah dalam shighat ijab dianggap sah apabila
ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih)
maupun dengan perkataan samaran (47nayaf). Hal ini berlaku juga
untuk gabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi
barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan
yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang

belum dewasa (shabiy). **

2 Hendi Suhendi., Figh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 182.
® Ibid, 182.
* Ibid, 183.
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Menurut Syafi’iyah wadi’ah memiliki 3 rukun, yaitu:

1) Barang yang dititipkan (wadi’ah), syarat barang yang dititipkan
adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat
dimiliki menurut syara’.

2) Orang yang menitipkan (muwaddi’) dan yang menerima titipan
(wadii’), disyaratkan bagi si penitip dan penerima titipan sudah
baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan
syarat-syarat berwakil.

3) Shigat ijab dan qabul wadi’ah, disyaratkan pada ijab gabul ini
dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun
samar.

e. Hukum Menerima Benda Titipan
Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima
benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib,
dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut™
1) Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya
kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang
dititipkan kepadanya.
2) Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi
seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan

menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada

 Ibid, 184.
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seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-
benda tersebut.

3) Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup
memelihara benda-benda titipan.

4) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa
dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang
yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini
dimakruhkan  menerima  benda-benda  titipan  sebab
dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan
dengan cara  merusak  benda-benda  titipan  atau
menghilangkannya.

Rusak dan Hilangnya Benda Titipan.

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-
benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya,
maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya
perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu
al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat
diterima ucapan-nya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya
sumpabh.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang
memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda
titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak

ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan
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tersebut wajib menggantinya. Pendapat lbnu Taimiyah ini
berdasarkan pada atsar bahwa Umar R.A pernah meminta jaminan
dari Anas bin malik R.A ketika barang titipannya yang ada pada
Anas R.A dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas R.A sendiri
masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat
benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang
titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang
bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli
warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi
adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut
dijadikan pegangan karena tulisan dianggap Ssama dengan
perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat
lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau
siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha
mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh
keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat
digunakan untuk kepentingan agama islam, dengan mendahulukan

hal-hal yang paling penting diantara masalah-maslah yang penting.

. Sifat Akad Wadi’ah

Dilihat dari segi sifat akad wadi’ah, para ulama figh sepakat

menyatakan bahwa akad wadi’ah bersifat mengikat bagi kedua
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belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi
barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat
wadi’ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk
memelihara barang titipan tersebut. Namun demikian, apakah
tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanah atau
bersifat ganti rugi (adh-dhaman). Dalam kaitan dengan ini, para
ulama figh sepakat menyatakan bahwa status wadi’ah ditangan
orang yang dititipi bersifat amanah, bukan adh-adhaman, sehingga
seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak
menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu
dilakukan dengan sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.
Alasan mereka adalah dari sabda Rasulullah Saw, yang

artinya:
(S 5 il olyy) Olals abl 32 p33222) Je o

“ Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan
pengkhianatan tidak melakukan ganti rugi” (HR. Al-Baihaqi dan
ad-Daruquthni). 1

Berdasarkan hadist-hadist ini, para ulama figh sepakat
menyatakan bahwa apabila dalam akad wadli’ah disyaratkan bahwa
orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama

dalam titipan, sekalipun kerusakan barang itu bukan atas

kesengajaan atau kelalaiannya, maka akadnya batal. Akibat lain

'® Syafii Antonio., Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 147.
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dari sifat amanah yang melekat pada akad wadi’ah adalah pihak
yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan
itu.
h. Perubahan Akad Wadi’ahdari Amanah Menjadi Adh-Dhaman
Berkaitan dengan sifat akad wadi’ah sebagai akad yang
bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengaharap ridho dari

Allah Swt, para ulama figh juga membahas kemungkinan

perubahan sifat akad wadi’ah dari sifat amanah menjadi sifat agh-

dhaman (ganti rugi). Para ulama figh mengemukakan beberapa
kemungkinan tentang hal ini, antara lain:

1) Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Apabila
seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak
berusaha mencegahnya, padahal ia mampu, maka ia dianggap
melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu
merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan
ganti rugi (adh-adhaman).*’

2) Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang
lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula
menjadi tanggung jawabnya. Apabila barang itu hilang atau
rusak, dalam kasus seperti ini orang yang dititipi dikenakan

ganti rugi.

' As-Sarakhsi, “al-Mabsuth jilid X1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 113.
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3) Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
Dalam kaitan ini para ulama figh sepakat menyatakan bahwa
apabila orang yang dititipi barang itu menggunakan barang
titipan dan setelah ia gunakan barang itu kemudian rusak,
maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi.

4) Orang yang dititipi wadli’ah mengingkari wadi’ah itu. Apabila
pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang
yang ia titipi, lalu orang yang disebut terakhir itu
mengingkarinya atau ia sembunyikan, sedangkan ia mampu
untuk mengembalikannya, maka ia dikenakan ganti rugi.

I. Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya
cenderung bertujuan untuk “menahan” uang. Hal ini sesuai dengan
pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa
orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi,
cadangan, dan investasi.*® Oleh karena itu, produk penghimpunan
dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa
giro, tabungan, dan deposito.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam bank syariah
dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip
titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip itu ialah waadi’ah.

Wadi’ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil

'8 John M. Keynes, “The General Theory of Employment, Interest and Money”, (New
York: Harcourt Brace, 1936), 212.
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jika pemiliknya menghendaki. Dalam perbankan syariah, secara
umum wadi’ah terdapat dua jenis. Yaitu, A/-Wadi’ah Yad al-
Amanah dan Al-Wadi’ah Yad adh-Dhamanah.™

Gambar 2.1
Skema A/-Wadi’ah Yad al-Amanah

G Titip Barang

&
<

Q Bebankan Biaya Penitipan

Keterangan :

Dengan konsep Wadi’ah Yad al-Amanah, pihak yang
menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan
uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat

membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

19 Syafii Antonio., Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 148-
150.
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Gambar 2.2

Skema A/-Wadi’ah Yad adh-Dhamanah

0 Titip Dana

9 Beri Bonus
QPe
manf
aatan
Dana

€© Bagi Hasil

Keterangan :

Dengan konsep Wadi’ah Yad adh-Dhamanah, pihak yang
menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang
atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini
mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan
insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Sebagai konsekuensi dari yad adh-dhamanah, semua
keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi
milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh

kemungkinan Kkerugian). Sebagai imbalannya, si penyimpan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga
fasilitas-fasilitas lainnya.

Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan,
sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak
dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan
catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak
ditetapkan dalam nominal atau persentase, tetapi betul-betul
merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw, yang
diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah Saw pernah
meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya
unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa
waktu, Rasulullah Saw memerintahkan Abu Rafie untuk
mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie
kembali kepada Rasulullah Saw seraya berkata, “Ya Rasulullah,
unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang
lebih besar dan berumur empat tahun.” Rasulullah saw berkata:

(o ol 225 202 2850 O

“Berikanlah itu, karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah
yang terbaik ketika membayar.” (HR. Muslim)?°

Dari semangat hadist tersebut, jelaslah bahwa bonus sama

sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber

%% |bid, 147.



32

pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan
lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan
kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai banking
policy (kebijakan perbankan) dalam upaya merangsang semangat
masyarakat dalam menabung. Hal ini karena semakin besar nilai
keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus,
semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi
yang produktif dan menguntungkan.

Adapun perbedaan antara jasa giro dan bonus atau athaya,

sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Perbedaan Antara Jasa Giro dan Bonus
NO JASA GIRO BONUS (ATHAYA)
1. | Diperjanjikan Tidak diperjanjikan
2. | Disebutkan dalam akad Benar-benar merupakan budi

baik bank
3. | Ditentukan dalam persentase | Ditentukan sesuai dengan
yang tetap keuntungan riil bank

j.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Terkait Wadi’ah.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No:
01/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa ketentuan umum
tabungan berdasarkan wadi’ahialah:*

1) Bersifat simpanan.

*! Fatwa DSN. No0.02/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Tabungan.
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2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan
kesepakatan.
3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk
pemberian (“athiya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tetapi dewasa ini, banyak bank Islam dan lembaga
keuangan islam yang telah berhasil mengombinasikan prinsip
wadi’ah dengan prinsip mudharabah. Akibatnya pihak bank dan
lembaga keuangan islam dapat menetapkan besarnya bonus yang
diterima oleh penitip dengan menetapkan persentase. Bentuk ini
termasuk dalam katagori fungsional kedua, yaitu wadi’ah investasi.

Berdasarkan keterangan di atas, wajar saja ketika wadli’ah
dianggap sebagai produk yang sangat berpotensi untuk mendulang
keuntungan besar bagi pihak bank dan lembaga keuangan islam
pada khususnya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga,
resiko tetap menanti. Terutama wadi’ah yang berfungsi hanya
sebagai titipan dan sering digunakan oleh produk giro dan
tabungan dengan menggunakan akad yad ad-dhamanah.
Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah ketiadaan sistem
bagi hasil dari bank dan lembaga keuangan islam untuk nasabah.
Bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan
harta titipan tersebut dalam kegiatan kegiatan komersial dan bukan

merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.
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3. Keuntungan
a. Pengertian Keuntungan

Dalam sebuah badan usaha seperti KIKS, laporan keuangan
merupakan suatu gambaran yang dapat memberikan informasi
penting baik tentang laju usaha yang sedang berjalan, tentang
posisi keuangan KJKS, tentang perubahan posisi keuangan ataupun
sebagai alat prediksi, seperti prediksi pembagian bagi hasil,
prediksi kelancaran usaha dengan adanya pembiayaan usaha
kepada anggota KJKS. Bagi perusahaan yang profit oriented,
keuntungan merupakan unsur yang sangat penting. Secara umum
keuntungan dapat diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi
dengan biaya. Besarnya keuntungan yang dicapai menjadi ukuran
sukses atau tidaknya suatu badan usaha.

Keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. yang
pertama keuntungan dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan
sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil
penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang
berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di
dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu, keuntungan dalam
akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan
dengan biaya produksi. Keuntungan merupakan elemen yang
paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan

cukup kaya untuk merepresentasi Kinerja perusahaan secara


http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya_kesempatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi
http://id.wikipedia.org/wiki/Harga
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biaya_produksi&action=edit&redlink=1
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keseluruhan. % Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa keuntungan adalah selisih lebih antara pendapatan dan
beban yang timbul dalam kegiatan utama atau sampingan di
perusahaan selama satu periode.

Kegiatan perusahaan sudah dapat dipastikan berorientasi
pada keuntungan, keuntungan adalah selisih lebih pendapatan atas
beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan
tersebut selama periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan keuntungan sejauh mana suatu perusahaan
memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih
dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang
dikeluarkan untuk proses penjualan selama membiayai seluruh
kegiatan yang berlangsung secara terus menerus.”® Umumnya
perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu
memperoleh keuntungan yang optimal dengan pengorbanan yang
minimal untuk mencapai hal tertentu perlu adanya perencanaan dan
pengendalian dalam setiap aktivitas usahanya agar perusahaan
dapat membiayai seluruh kegiatan yang berlangsung secara terus

menerus.?*

22Fjtri

Yani, “Pengertian Laba”, dalam

http://fitriyanifitriyanifitriyani.blogspot.com/2013/01 /pengertian- laba.html, (diakses Minggu,

21 September 2014 pukul 21.58).

28 |bid.,
** 1bid.,


http://fitriyanifitriyanifitriyani.blogspot.com/2013/01%20/pengertian-%20laba.html
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b. Unsur-unsur Keuntungan

1)

2)

3)

4)

Adapun unsur-unsur keuntungan, antara lain:®
Pendapatan yaitu, arus kas masuk atau penambahan nilai atas
aktiva suatu entitas atau penyelesaian suatu kewajiban-
kewajiban (kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan
atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas
lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang
berkelanjutan dari suatu perusahaan.
Beban yaitu, arus kas keluar atau pemakaian nilai aktiva atau
terjadinya kewajiban (kombinasi) keduanya yang berasal dari
penyerahan atau produksi barang. Pemberian jasa atau
pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi
utama inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.
Keuntungan yaitu, kenaikan ekuitas (aktiva bersih) dalam
kepemilikan yang berasal dari transaksi peripheral atau
insidental (menyatakan suatu yang bersifat sampingan, tidak
merupakan hal utama) pada suatu perusahaan dan dari
transaksi atau kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi
entitas (kepemilikan) kecuali yang dihasilkan dari pendapatan
atau investasi pemilik.
Kerugian/rugi yaitu, penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang

berasal dari transaksi periferal (menyatakan sesuatu yang

90.

% Iman Santoso, “ Akuntansi Keuangan Menengah” (Bandung: PT Refika Aditama, 2005),
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bersifat sampingan tidak merupakan hal yang utama) atau
insidental pada suatu entitas dari transaksi laba dan kejadian
serta situasi lain yang mempunyai entitas kecuali yang

dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keuntungan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan,

sebagai berikut:*®

1)

2)

3)

Biaya

Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk
akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.
Harga jual

Harga jual produk akan mempengaruhi volume penjualan
produk yang bersangkutan.

VVolume penjualan dan produksi

Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap produksi
tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi

besar kecilnya biaya produksi.

Keuntungan dalam akutansi adalah perubahan dalam equity

(net asset) dari suatu entitas selama suatu periode tertentu yang

diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal

bukan dari pemilik.?” Keuntungan merupakan suatu pos dasar dan

penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan

% 1bid.,

%7 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 49.
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dalam berbagai konteks, dimana laba sering digunakan sebagai

dasar untuk :

1) Pengenaan pajak

2) Kebijakan deviden dan penahanan laba perusahaan

3) Pedoman investasi serta pengambilan keputusan

4) Keuntungan dipandang sebagai unsur prediksi, yang membantu
memprediksi laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan
datang.

Konsep dalam usaha mendefinisikan dan mengukur
keuntungan menurut tingkatan bahasa, konsep-konsep tersebut
meliputi:*®
1) Konsep Keuntungan pada tingkat sintaksis (struktural)

Pada tingkat sintaksis konsep keuntungan dihubungkan dengan
konvensi (kebiasaan) dan aturannya logis serta konsisten
dengan mendasarkan pada premis dan konsep yang telah
berkembang dari praktek akuntansi yang ada. Terdapat dua
pengukuran keuntungan pada tingkat sintaksis yaitu:
pendekatan transaksi dan pendekatan aktivitas.
2) Konsep keuntungan pada tingkat semantik (interpretasi)

Pada konsep ini keuntungan ditelaah melalui hubungannya
dengan realita ekonomi. dalam usahanya memberikan makna

interpretative dari konsep laba akuntansi, para akuntan

%8 Muhammad Yusuf. Soraya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba
Perusahaan Asing dan Non Asing Di Indonesia”, JAAI, Vol 8, No.1, (t. tP., 2004).
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seringkali merujuk pada dua konsep ekonomi. kedua konsep
ekonomi tersebut adalah konsep pemeliharaan modal dan laba
sebagai alat ukur efisiensi.
3) Konsep keuntungan pada tingkat pragmatis (perilaku)
Pada tingkat pragmatis (perilaku) konsep laba dikaitkan
dengan pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang
tersirat dari perusahaan. Beberapa reaksi pengguna dapat
ditunjukkan dengan proses pengambilan keputusan dari
investor dan kreditor, reaksi harga surat terhadap pelaporan
keuntungan atau reaksi umpan balik dari manajemen dan
akuntan terhadap keuntungan uang yang dilaporkan.
d. Fungsi Keuntungan
Keuntungan yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen
menginginkan output yang lebih dari industri/perusahaan.
Keuntungan yang tinggi merupakan insentif bagi perusahaan untuk
meningkatkan outputnya dalam jangka panjang. Sebaliknya,
keuntungan yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa
konsumen menginginkan kurang dari produk/komoditi yang
ditangani dan metode produksinya tidak efisien.
Dengan demikian, keuntungan memberikan pertanda
krusial untuk realokasi sumber daya yang dimilki masyarakat
sebagai refleksi perubahan selera konsumen dan permintaan

sepanjang waktu. Tetapi perlu diketahui bahwa laba tidaklah suatu
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sistem yang sempurna. Dalam badan usaha koperasi, keuntungan

(profit) bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen,

melainkan juga aspek pelayanan (benefit oriented). Ditinjau dari

konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar

kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya.

Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi

manfaat yang diterima oleh anggota.?®

Jenis-jenis Keuntungan dalam Hubungannya dengan Perhitungan

Adapun jenis-jenis keuntungan dalam hubungannya dengan

perhitungan adalah sebagai berikut:*

1) Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dengan
penjualan dengan harga pokok penjualan

2) Keuntungan dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan
total beban operasi.

3) Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba/rugi
dimana untuk mencari laba operasional ditambah pendapatan

lain-lain dikurangi dengan beban-beban.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Telaah hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap penelitian

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti diantaranya:

1. Penelitian Anita Mega Utami (2011) yang berjudul “ Pengaruh

Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat

78-79.

2 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik, (Jakarta:Erlangga, 2001),

*% |bid, 80.
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Sejahtera Pondok Gede” menunjukkan hasil bahwa variabel bebas
yaitu pembiayaan muadharabah yang di uji secara terpisah maupun
bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu
pendapatan di BMT Bina Umat Sejahtera dan strategi untuk
meningkatkan pendapatan BMT yaitu BMT harus berusaha untuk
meminimalisir Non Performing Loan (NPL) atau pembiayaan
bermasalah karena akan berpengaruh pada pendapatan. Penelitian ini
membuktikan bahwa pendapatan BMT (YY) dapat dijelaskan oleh
pembiayaan muadharabah (X) sebesar 57,3% sedangkan sisanya
sebesar 42,7% dapat dijelaskan oleg faktor-faktor lain. Penelitian ini
bersifat empiris kuantitatif yang memungkinkan pencatatan hasil
penelitian berupa angka-angka. **

2. Penelitian Sunarti (2013) yang berjudul “Analisis Produk Pembiayaan
Syariah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan BMT Beringharjo
Tuban” menunjukkan hasil bahwa jenis pembiayaan yang dijadikan
penelitian adalah musyarakah dan murabahah karena beroperasi sesuai
dengan prinsip bagi hasil dan jual beli. Serta BMT telah menetapkan
prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon mitra
usaha diawali dengan pengajuan permohonan sampai informasi
persetujuan realisasi pembiayaan dan menggunakan prinsip analisis

pembiayaan 5C dan pembiayaan musyarakah memberi kontribusi

' Anita Mega Utami, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT
Bina Umat Sejahtera Pondok Gede”, (Skripsi - - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2011), 79.
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besar terhadap peningkatan pendapatan BMT. Metode yang digunakan
adalah kualitatif deskriptif yaitu untuk mendiskripsikan prosedur
pembiayaan serta kontribusi pembiayaan musyarakah dan murabahah
dalam peningkatan pendapatan.®

3. Penelitian Euis Mardia (2010) yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Pelaksanaan Akad Wadli’ah Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum
Islam Dan Peraturan Perundang-undangan” menunjukkan hasil bahwa
perbankan syariah menerapkan akad wadi’ah yad adh-dhamanah
dalam produk penghimpunan dana seperti giro wadi’ah dan jenis
tabungan. Konsep wadi’ah yang dipraktikkan bertentangan dengan
konteks wadiah yang dikenal, di dalam akad wadi‘ah yad adh-
dhamanah terdaat dua akad yang bertentangan tetapi dipaksa
digunakan yaitu wadi’ah dan gardh. DPS selaku Dewan Pengawas
yang bertugas memberikan nasihat dan saran agar kegiatan bank
berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang digunakan yaitu
metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan meneliti data
sekunder yang terdiri dari literatur, bahan hukum tersier serta data
primer yang diperoleh dari hasil wawancara, data di analisis secara

yuridis kualitatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis,

%2 Sunarti, “Analisis Produk Pembiayaan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan
BMT Beringharjo Tuban”, (Jurnal 2013), 82.
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yaitu menggambarkan hukum dan praktik pelaksanaan akad wadi’ah

pada perbankan syariah.*

Penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti dengan judul

“Pengaruh Simpanan Akad Wadi’ah Yad adh-Dhamanah Terhadap

Peningkatan Keuntungan Di KJKS Mawar Karanggeneng Lamongan

Periode 2011-2013” lebih menekankan pada pengaruh simpanan akad

wadl ‘ah yad adh-dhamanah terhadap peningkatan keuntungan. Persamaan

penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu ialah

pada obyek variabel terikatnya yaitu peningkatan keuntungan, sedangkan

perbedaan penelitian yang akan di lakukan penulis dengan penelitian

terdahulu ialah pada obyek variabel bebasnya dan juga lokasi yang

berbeda.

Untuk mempermudah membedakan antara penelitian terdahulu

dengan penelitian yang sekarang maka digunakan tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
Nama Judul Hasil Perbedaan
Anita  Mega | Pengaruh Metode  kuantitatif ~ dengan | Variabel
Utami (2011) | pembiayaan persamaan regresi linier | independen  yang
mudfiarabah{ sederhna yang didapat, Y= | digunakan adalah
terhadap 2888000 +0,058X artinya, setiap | pembiayaan
pendapatan BMT | ada pembiayaan mudffarabah{ mudffarabah{ dan
Bina Umat | naik sebesar satu satuan, maka | variabel dependen
Sejahtera  Pondok | akan meningkatkan pendapatan | yang digunakan
Gede BMT sebesar 0,058 atau setiap | adalah pendapatan

penurunan jumlah pembiayaan
mudffarabah{ebesar satu satuan,
maka akan menurunkan

pendapatan BMT sebesar 0,058 .

BMT Bina Umat
Sejahtera  Pndok
Gede.

* Euis Mardia “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Akad Wadi’ahPada Perbankan Syariah
Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan “ (Jurnal, 2010), 85.




44

dan  Pengaruh  pembiayaan
mudffiarabah{ terhadap
Pendapatan BMT sebesar 57,3%
sedangkan sisannya sebesar 42,7
di pengaruhi oleh faktor-faktor
yang lain.

Sunarti (2013)

Analisis produk
pembiayaan syariah
dalam upaya
peningkatan

pendapatan BMT
Beringharjo Tuban.

Metode yang digunakan adalah
kualitatif deskriptif yaitu untuk
mendeskripsikan prosedur
pembiayaan serta kontribusi
pembiayaan musyarakah dan
murabahah dalam peningkatan
pendapatan.

Jenis
yang

pembiayaan
dijadikan
penelitian  adalah
musyarakah  dan
murabahah karena
beroperasi  sesuai
dengan prinsip bagi
hasil dan jual beli.
Pembiayaan
musyarakah
memberi kontribusi
besar terhadap
peningkatan
pendapatan BMT

Euis Mardia

(2010)

Tinjauan  yuridis
pelaksanaan akad
wadi’ah pada

perbankan syariah
menurut hukum
islam dan peraturan
undangan

Metode yang digunakan yaitu
metode  pendekatan  yuridis
normatif yaitu dengan meneliti
data sekunder yang terdiri dari
literatur, bahan hukum tersier
serta data primer yang diperoleh
dari hasil wawancara, data di
analisis secara yuridis kualitatif.

Spesifikasi penelitian ini adalah
deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan hukum dan
praktik  pelaksanaan  akad
wadi’ah pada perbankan
syariah.

Perbankan syariah
menerapkan  akad
wadi’ah yad adh-
adhamanah  dalam
produk
penghimpunan
dana seperti giro
wadi’ah dan jenis
tabungan. Konsep
wadi’ah yang
dipraktikkan
bertentangan di
dalam akad
wadi’ah yad adh-
dhamanah terdapat
dua akad vyang
bertentangan tetapi
dipaksa digunakan
yaitu wadi’ah dan
qarah.

C. Kerangka Konseptual

Penulisan ini menjelaskan tentang pengaruh simpanan akad

wadli’ah yad adh-dhamanah terhadap peningkatan keuntungan di KJKS

Mawar Desa Simo Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten
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Lamongan. Keberhasilan pengaruh ini secara konkrit (nyata) berbentuk
peningkatan keuntungan pada KJKS Mawar Desa Simo Sungelebak,
Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan.

Adapun hubungan antar variabelnya terdapat dalam gambar

berikut:

Gambar 2.3

Hubungan Variabel

Berdasarkan hal tersebut diatas dijelaskan bahwa penelitian ini
menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel
dependen. Yang mana simpanan wadi’ah yad adh-dhamanah sebagai
variabel independen (bebas). Simpanan wadi‘ah yad adh-dhamanah
sebagai variabel independen (bebas) yang mempengaruhi variabel
dependen (terikat) yaitu peningkatan keuntungan, sedangkan peningkatan
keuntungan sebagai variabel dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh
variabel independen (bebas) yaitu simpanan wadi’ah yad adh-dhamanah.
maka pada penelitian ini akan menghasilkan simpanan wadi’ah yad adh-
dhamanah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan

keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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D. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan penelitian yang belum sempurna,
sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis
itu melalui penelitian. Pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan
menguji hipotesis dimaksud dengan data di lapangan. Sebenarnya
hipotesis baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang
akan dilakukan. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah
pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam
melaksanakan penelitian di lapangan baik sebagai objek pengujian
maupun dalam pengumpulan data.>* Ada dua macam hipotesis yang dibuat
dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol (Hg) dan hipotesis
alternatif (H+).*® Berikut rumusan hipotesisnya yaitu:

1. Hp : B = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel
simpanan akad wadi’ah yad adh-dhamanah dengan peningkatan
keuntungan KJKS Mawar Desa Simo Sungelebak, Kecamatan
Karanggeneng, Kabupaten Lamongan.

2. Hi : B = 1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel
simpanan akad wadi‘ah yad adh-dhamanah dengan peningkatan
keuntungan KJKS Mawar Desa Simo Sungelebak, Kecamatan
Karanggeneng, Kabupaten Lamongan.

3. Dalam hipotesis ini peneliti akan mengajukan hipotesis bahwa

simpanan akad wadi’ah yad adh-dhamanah mempunyai pengaruh yang

% Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2005), 75.
% Ety Rochayety, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS, (Jakarta: Mitra
Wacana Media, 2009), 108.
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signifikan terhadap peningkatan keuntungan KJKS Mawar Desa Simo

Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan.



